
BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada proses pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis Pelaku

Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB

Padang, tidak ada perbedaan pembinaan dengan warga binaan

pemasyarakatan lainnya yang dilakanakan melalui 3 (tiga) tahapan.

Pembinaan tahap awal, Pembinaan tahap lanjutan,dan Pembinaan tahap akhir

serta program-program pembinaan yang meliputi dua bidang yakni pembinaan

kepribadian dan pembinaan kemandirian, sesuai dengan keputusan Menteri

Kehakiman RI No.M.02. PK.04.10 tahun 1990 tentang pembinaan narapidana

dan Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tetapi ada

perlakuan yang khusus dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Padang kepada narapidana residivis pelaku

penyalahgunaan narkotika dengan melakukan pengawasan yang sedikit ketat

oleh wali narapi dana dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang

itu sendiri.

2. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan terdahap narapidana

residivis pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Padang yaitu, tempat yang masih bergabung dengan



gedung Rutan, kurang terpenuhinya sarana dan prasarana, pegawai-pegawai

yang memiliki keahliank husus dalam pelaksanaan seperti Pisikolog, dan

stigma negatif narapidana itu sendiri.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pada proses pembinaan

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang yaitu pertama, melakukanpen

dekatan yang lebih khusus oleh seorang petugas sebagai wali dari narapidana

dan bertindak sebagai pendamping dengan pengawasan yang ketat terhadap

narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut dengan

pengontrolan kamar yang dilakukan dengan rutin, pemeriksaan yang

dilakukan secara mendadak. Kedua, serta pemberian pemahaman kepada

narapidana oleh seorang petugas untuk menjadi wali dari narapidana dan

bertindak sebagai pendamping, sehingga apabila narapidana mengalami

kesulitan atau masalah dapat disampaikan ke walinya untuk mendapat

pengarahan atau jalan keluar dari masalah tersebut. Ketiga, untuk mengatasi

ketidaktersediaan Pisikolog dalam perkembangan jiwa narapidana residivis

pelaku penyalahgunaan narkotika maupun warga binaan pemasyarakatan

lainnya pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

memberikan wali bimbingan narapidana yang berasal dari pihak Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. Keempat, pihak Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang memberikan pendekatan yang

lebih khusus untuk memberikan pemahaman yang positif oleh petugas yang

menjadi wali dari narapidana serta pemberian kesadaran dengan mengadakan

program wirid mingguan dengan didatangkan Ustad untuk memberikan



ceramah kepada narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika, serta

warga binaan pemasyarakatan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

melaporkan dan mengupayakan untuk mendapatkan tempat yang

sebagaimana mestinya kepada Pemerintah dan Kementerian Hukum dan

HAM (Kemenkumham) untuk mencarikan tempat yang lebih layak serta

membedakan sel tahanan narapidana yang sesuai dengan ketetapan yang

seharusnya pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995

yang seharusnya dipisahkan sesuai dengan umur, lama pidana yang

dijatuhkan, jenis kejahatan, residivis dengan yang bukan residivis, serta

criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan ataupun perkembangan narapidana.

2. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Padang diharapkan steril dari pria (tigak bergabung

dengan Rumah Tahanan Kelas IIB Padang), karena jika tergabungnya LPP

dengan Rutan tersebut maka akan menimbulkan kemungkinan yang tidak

diinginkan di antaranya seperti terjadinya penyimpangan seksual serta

penularan penyakit dari narapidana pria.



3. Untuk mengatasi ketidaktersediaan Pisikolog bagi perkembangan jiwa

narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika maupun warga binaan

pemasyarakatan lainnya yang seharusnya membutuhkan seorang Pisikolog,

sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

bekerjasama dengan pihak Universitas yang memiliki jurusan pisikolog

seperti Pisikolog Universitas Negeri Padang dan Pisikolog Universitas

Andalas dalam program Pengabdian Masyarakat.


